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DARI REDAKSI

Salam Persatuan,

ak terasa kita sudah di penghujung tahun

2018, era perubahan paradigma

pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan semakin mengental pro kesejahteraan
rakyat berbarengan dengan upaya perlindungan
konservasi sumber daya alam sebagai sumber
pokok multi manfaat serta menjadi prasyarat
pembangunan bagi siapapun yang menjadi
pelakunya.

Kolaborasi, koherensi dan konvergensi menjadi
“mantera” keberhasilan pembangunan di era tanpa
batas dalam arti wajib diselenggarakan bersama tak
mungkin sendiri - sendiri. Kemampuan
menterjemahkan kelompok kerja lintas batas
semakin menjadi kompetensi yang strategis.
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari aspek
spasial diharapkan mampu sebagai perajut
kompleksitas tersebut menjadi proses dan hasil
pembangunan yang utuh.
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PENGGUNAAN APLIKASI AVENZA MAPS
UNTUK PELAKSANAAN INVER PTKH*

Oleh: Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.

Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan BPKH Wilayah XVI Palu

A. Pendahuluan

residen Republik Indonesia telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor
88 Tahun 2017 tanggal 6 September
2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan telah
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 196. Dalam
rangka pelaksanaan kebijakan tersebut dalam
pasal 19 ayat (3), maka telah ditetapkan
Peraturan Menteri  Koordinator  Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan
PPTKH Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan
Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan (Inver PTKH). Inver PTKH dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan hukum atas
hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan
yang menguasai tanah di dalam kawasan
hutan. Salah satu kegiatan dalam Penyelesaian
PTKH adalah Inver PTKH, meliputi pendataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan atau
pemanfaatan tanah, dan analisis data fisik dan
data yuridis bidang-bidang tanah yang berada
dalam kawasan hutan, serta analisis
lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui
survei lapangan. Maksud dan tujuan Inver
PTKH adalah untuk memperoleh data
penguasaan, pemilikan, penggunaan atau
pemanfaatan tanah, sebagai bahan analisis
data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah
yang berada di dalam kawasan hutan, dengan
mempertimbangkan kondisi daya dukung dan
daya tampung lingkungan melalui analisis
lingkungan  hidup, wuntuk menghasilkan
rekomendasi Gubernur sebagai bahan kajian
lebih lanjut oleh Tim Percepatan PPTKH dan
pengambilan keputusan Menteri LHK yang
tepat bagi  penyelesaian  keterlanjuran
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.
Inver PTKH  dapat dilaksanakan
berdasarkan permohonan vyang dilengkapi
dengan berkas yang dipersyaratkan dalam
Permenko tersebut, salah satunya adalah

YInventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan
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sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai
oleh pemohon yang berada dalam kawasan
hutan dan peta indikatif TORA. Mengingat
adanya keterbatasan pengetahuan pemohon
terutama perorangan (masyarakat desa)
tentang pemetaan dan status kawasan hutan,
banyak lokasi tanah yang dimohonkan tersebut
sulit untuk dipetakan sebagai dasar dalam
pembuatan peta kerja Inver PTKH. Sketsa
tanah secara sederhana tersebut tidak
dilengkapi dengan koordinat sesuai dengan
aspek pemetaan sehingga tidak
menggambarkan dengan baik kondisi lokasi
tanah yang dimohonkan. Oleh karena itu perlu
dilakukan pendampingan dan peningkatan
kapasitas dalam hal pemetaan sederhana
kepada masyarakat maupun personil UPTD
KPH sebagai pengelola tingkat tapak dan
sekaligus sebagai anggota Tim Inver PTKH
Provinsi. Salah satu metode yang digunakan
untuk mendukung hal tersebut adalah
pemetaan berbasis smartphone dengan
menggunakan aplikasi Avenza Maps.

Pada tahun 2018, BPKH Wilayah XVI Palu
telah melakukan pelatihan singkat penggunaan
Avenza Maps pada saat kegiatan Sosialisasi
PPTKH kepada para Camat, Kepala Desa, dan
anggota Tim Inver PTKH lainnya yang berada di
delapan kabupaten vyaitu Kabupaten Buol,
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut,
Morowali, Morowali Utara, Sigi, dan Tojo
UnaUna. Selain itu, melalui anggaran Forest
Investment Program Il satker BPHP Wilayah XII,
BPKH Wilayah XVI Palu sebagai narasumber
pemetaan berbasis smartphone menggunakan
aplikasi Avenza Maps pada pelatihan
pemetaan partisipatif bagi masyarakat sekitar
wilayah KPH Dolago Tanggunung dan KPH
Dampelas Tinombo di Provinsi Sulawesi

Tengah.

Artikel ini membahas penggunaan
aplikasi  Avenza Maps dalam  rangka
mendukung pelaksanaan kebijakan

Penyelesaian PTKH baik dalam hal proses
permohonan maupun pelaksanaan survei
(Inver PTKH) di lapangan.
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B. Sekilas Tentang Aplikasi Avenza Maps

Avenza Maps® merupakan salah satu aplikasi
pemetaan seluler yang berjalan pada platform
Android maupun iOS yang dikembangkan oleh
Avenza Systems Inc. Salah satu keunggulan

Avenza Maps dari aplikasi pemetaan seluler
lainnya vyaitu secara praktis aplikasi ini dapat
menggabungkan beberapa informasi geografis
sekaligus yang disajikan dalam dokumen peta
yang sudah memiliki informasi georeferensi.
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Gambar 1. Tampilan Awal Avenza Maps di Layar Ponsel

Avenza Maps merupakan
pengembangan dari PDF Maps. Aplikasi
pemetaan seluler ini dapat berjalan secara
offline dengan hanya menggunakan GPS
internal perangkat untuk melacak lokasi di
peta yang sebelumnya telah diunduh. Sama
halnya dengan aplikasi pemetaan seluler
lainnya, aplikasi ini memiliki fitur standar
pemetaan seluler seperti membaca posisi
koordinat, tracking GPS, menghitung jarak,
menghitung luas poligon, dan sebagainya.

Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play
Store yang tersedia dalam versi gratis maupun
berbayar dengan spesifikasi minimum untuk
menjalankan aplikasi ini yaitu android 5
(lolipop). Avenza Maps mendukung beberapa
format dokumen yang telah ter-georeferensi
seperti :

e Geospatial PDF (.pdf) - PDF yang telah
memiliki informasi georeferensi.

e TerraGo GeoPDF (.pdf) - PDF yang telah
memiliki informasi georeferensi. GeoPDF
merupakan format dari aplikasi TerraGo.

e GeoTIFF (.tiff, .tif) - GeoTIFF merupakan
dokumen berformat TIFF yang telah
memiliki informasi georeferensi.

e JPG (.jpg) - JPG yang telah dilengkapi
dengan dokumen berformat TFW & PRI
atau JGW & WKT dalam satu file ZIP.

e File Avenza Maps (.avenzamaps,
.pdfmaps) - Sebuah format vyang
digunakan untuk mengunduh beberapa

peta khusus sekaligus (dalam bentuk
folder yang terdiri dari beberapa peta di

dalamnya).
e Skema khusus (avenzamaps://,
pdfmaps://) Membuat tautan yang

dapat di klik yang dapat dibagikan melalui
email, pesan singkat, dll. Kemudian secara
otomatis akan meminta aplikasi Avenza
Maps ketika di klik.
C. Penggunaan Avenza Maps dalam
Pemetaan dan Survei Lapangan
Avenza Maps dapat digunakan dengan
menggunakan sumber data berupa peta pdf
yang memiliki informasi  georeferensi.
Beberapa aplikasi pemetaan yang bisa
digunakan untuk mengekstrak informasi
georeferensi diantaranya ArcGIS, Quantum
GIS, IMAGINE GeoPDF Publisher, Maplinfo,
Global Mapper dll. Untuk menambahkan peta
baru dapat dilakukan dengan beberapa cara,
diantaranya mengunduh dari penyimpanan
internal ponsel, dari Cloud data (dropbox),
menggunakan file transfer protocol (FTP),
maupun dari Avenza Maps Store. Avenza Maps
versi gratis di android dibatasi dengan
maksimal peta yang akan diunduh sebanyak
tiga buah peta pdf. Untuk mengunduh lebih
banyak lagi, diharuskan membelinya di Play
Store. Tetapi secara keseluruhan untuk
pemetaan sederhana dapat dilakukan dalam
versi gratis.
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Perlu diperhatikan bahwa ketika telah
berhasil mengunduh peta, akan terlihat posisi
pengamat apakah berada di dalam atau di luar
cakupan area peta. Posisi yang berada di dalam
area peta ditandai dengan keterangan “On
map”. Setelah selesai memilih peta, maka akan
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Aplikasi Avenza Maps memiliki tools
diantaranya vyaitu mengetahui posisi/titik
koordinat, menambahkan titik, garis dan
poligon, mengukur panjang/jarak garis,
mengukur luas area, dan merekam jejak
(tracking) sehingga aplikasi ini memungkinkan
untuk digunakan dalam mendukung
pembuatan  sketsa lokasi permohonan
penyelesaian PTKH. Pemohon dapat secara
langsung memetakan area yang dimohon
dengan mudah, dan sekaligus dapat
mengetahui luas area tersebut. Selain itu,
pemohon juga dapat mengetahui posisi
lahannya apakah berada di dalam atau di luar
kawasan hutan, apabila telah diunduh peta
kawasan hutan (pdf) dalam ponsel vyang
digunakan untuk mengoperasikan Avenza
Maps. Ketelitian nilai koordinat lokasi tersebut
tergantung dari tipe GPS internal pada setiap
perangkat smartphone. Dengan demikian
penggunaan aplikasi Avenza Maps juga dapat
membantu menyelesaikan masalah kepastian
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muncul tampilan peta dengan beberapa
informasi diantaranya informasi peta, alat
pencarian, GPS dan kompas, penambah titik
koordinat, fitur peta, dan alat-alat pendukung
peta lainnya (map tools) sebagaimana Gambar
2 di bawah ini.

Informasi detail peta

Alat pencarian

GPS dan Kompas

Penambabh titik/waypoint

Koordinat

Fitur peta

Map tools

Posisi pengguna berada

batas kawasan hutan ketika pal batas sudah
tidak ditemukan di lapangan.

Pada prinsipnya penambahan fitur di
peta, baik itu berupa titik, garis, maupun area
pada Avenza Maps selalu mengikuti ftitik
bidik/crosshair yang ada pada peta, yaitu
dengan cara :

1. Sesuaikan dahulu posisi yang akan diambil
di peta dengan cara menggeser crosshair.
Ketuk ikon penambah titik -

3. Sesuaikan nama maupun simbol yang
dikehendaki.

4. Kemudian pilih tanda ceklis untuk
menyimpan titik tersebut.

N
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Gambar 3. Menambahkan Titik pada Avenza Maps

Untuk menambahkan garis, alat yang
digunakan berbeda dari penambahan titik,
yaitu sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pilih Map tools

Kemudian pilih Draw and Measure.
Tentukan posisi awal yang akan diambil di
peta dengan cara menggeser crosshair
lalu ketuk sekali dilayar.

Kemudian geser ke arah vyang telah
ditentukan diikuti ketuk satu kali dilayar.
Untuk melanjutkan garis dapat diikuti
sesuai dengan langkah ke-2.

Draw and Measure
Record GPS Tracks
Find By Coordinates
Open View in Google Maps

Piot Photos

6. Untuk membatalkan posisi yang baru

dibuat, pilih tanda panah kembali di
toolbar bawah untuk menghapus posisi
terakhir.

Saat membuat garis, akan terlihat
informasi pengukuran garis di bagian atas
layar persegmen garis, dan total panjang
keseluruhan garis.

Setelah selesai pilih tanda centang di sisi
kanan bawah. Selanjutnya panjang garis
akan ditampilkan.

Informasi pengukuran

Pembatalan ‘

pProses
Pengambilan fitur berdasarkan

posisi pengguna

Undo/pembatalan proses

Proses selesai

Gambar 4. Menambahkan Garis dan Mengukur Jarak pada Avenza Maps

Membuat Poligon dan Mengukur Area/ Luas
1.
2.
3.

Pilih Map tools

Kemudian pilih Draw and Measure.
Tentukan posisi awal yang akan diambil di
peta dengan cara menggeser crosshair
lalu ketuk sekali dilayar.

Kemudian geser ke arah vyang telah
ditentukan diikuti ketuk satu kali dilayar.
Setelah memiliki minimal 3 simpul (2
garis), ketuk ikon Garis ||l untuk beralih

ke Area. lJika ingin membatalkan
posisi/titik yang baru saja dibuat, ketuk
panah kembali di toolbar bawah untuk
menghapus posisi terakhir.

Ketika sudah berubah ke mode Area,
maka akan terlihat informasi pengukuran
di bagian atas layar untuk area dan
perimeter.

Setelah selesai, pilih tanda centang di sisi
kanan bawah untuk menyimpan.
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Gambar 5. Menambahkan Poligon dan Mengukur Luas pada Avenza Maps

Avenza Maps juga dapat melakukan

impor dan ekspor fitur peta dengan cara online
maupun offline. Fitur Peta tersebut antara lain
berupa titik, garis, area dan trek perekaman
GPS dengan dukungan format antara lain
KML/KMZ dan Shapefile (khusus Avenza Map
berbayar). Proses impor peta pada Avenza
Maps Versi 3.5.3 dengan cara sebagai berikut:

b. Impor fitur ke tab layer (database Avenza

Map)

1. Ketuk tab Layer

2. Ketuk ikon Menu (pojok kanan
bawah)

3. Pilih “Import Layer”

4. Jika ingin menautkan/link fitur yang

a) Ketuk Link to

diimpor ke peta mana pun, kita dapat
melakukannya dengan salah satu dari
dua cara berikut:

Maps -
memungkinkan kita memilih peta
yang ingin kita tautkan sebelum
memilih sumber impor

Volume 16 Edisi IT Tahun 2018

a. Impor fitur kedalam peta,

1.
2.
3

w

Buka peta yang diinginkan

Ketuk ikon Fitur Peta [

Ketuk ikon Menu (pojok kanan
bawah)

Pilih “Import Layers”

Pilih sumber lokasi yang diinginkan
Pilih file yang diinginkan untuk
diimpor (untuk versi gratis format file
KML/KMZ)

impon Map Featurss From Devics St

Gambar 6. Impor Fitur kedalam Peta pada Avenza Maps

b) Pilih sumber lokasi — nanti akan

keluar info apakah kita ingin
menautkan ke peta terlebih dahulu
Pilih sumber lokasi yang diinginkan
(jika kita belum memilih untuk
menautkan ke peta sebelumnya,
maka kita akan diperingatkan bahwa
layer yang diimpor tidak terpaut
dengan peta dan kemudian akan
ditanya apakah kita ingin menautkan
layer ke peta. Pilih “No” untuk
melanjutkan mengimpor layer, atau
“Yes” untuk menentukan peta untuk
menautkannya terlebih dahulu)

Pilih file yang diinginkan untuk
diimpor
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Gambar 7. Impor Fitur kedalam Tab Layer pada Avenza Maps

Mengekspor Fitur Peta

Fitur peta seperti titik waypoint, garis, area
dan trek dapat diekspor untuk digunakan pada
perangkat lain, atau perangkat lunak GIS.
Beberapa format vyang didukung antara
lain:KML / KMZ, Shapefile (khusus Avenza Map
berbayar), CSV dan GPX. Avenza Maps Versi
3.5.3 dapat melakukan proses ekspor fitur dari

Ketuk ikon Menu (pojok kanan bawah)
Pilih “Export Layers”

Pilih pengaturan ekspor yang berlaku
Untuk mengekspor fitur atau layer
tertentu, kita harus mengaktifkan
visibilitas dalam daftar Fitur Peta, lalu pilih
“Export Visible Only” saat mengekspor

7. Ketuk Export untuk mengekspor data

ou s w

peta dengan cara:
1. Buka peta yang akan di ekspor fiturnya
yang ada didalam peta tersebut
2. Ketuk ikon Fitur Peta

i X §  KML
e ) Csv
B KML ) GPX
Email
B .mm Pilihan ekspor peta untuk layer yang
- aktif dan tidak. Apabila dipilih maka
—————® layer yang diekspor merupakan layer
Sisor Kdtiaonly O yang aktif saja/terlihat di peta.
4 Ewon

Gambar 8. Ekspor Fitur Peta pada Avenza Maps
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Menampilkan Fitur Peta di ArcGIS

Keunggulan lain dari Avenza Maps adalah fitur
peta hasil perekaman di lapangan seperti titik,
garis, area dan trek setelah diekspor dapat
digunakan di perangkat lunak seperti ArcGIS,
sehingga dapat dilakukan analisa spasial sesuai
dengan kebutuhan. Format data vyang
digunakan sebelumnya vyaitu dalam format
GPX atau KML/KMZ, terlebih dahulu harus
dikonversi menjadi format Shp. Hal ini sangat
mendukung dalam penyusunan peta kerja
Inver PTKH sesuai dengan permohonan dan
peta indikatif TORA. Selain itu juga dapat
digunakan untuk analisa spasial dalam rangka

melakukan kajian fisik, yuridis dan lingkungan
hidup sebagai dasar pertimbangan dalam
merumuskan rekomendasi penyelesaian PTKH.
1. Buka ArcGIS
2. Kemudian buka Arctoolbox
e Untuk GPX =» Conversion Tools > From
GPS > GPX to features
e Untuk KML/KMZ =» Conversion Tools >
From KML > KML to layer
3. Kemudian pilih file yang akan di konversi,
lalu “Ok”
4, Setelah proses selesai, maka fitur peta
akan ditampilkan.

‘ArcToolbox = xE
i ArcToolbox | ‘E_ x
4 @ 3D Analyst Tools I8 . KML To Layer
1 @ Analysis Tools | g T
[ @ Cartography Tools | e - o |
| @ Conversion Tools ] il L] =
# W Excel | & e, .
+ & From GPS | & R it i . [
= & From KML Il & Output Date Hame (optionel)
- — | = | hama |

(& & From PDF
+ & From Raster

[Jinclude Greund Ovarlay (aptional)

S2UMESJ BERIT)

i1 & From WFS
¥ & ISON

# & Metadata
+ & Ta CAD

Gambar 9. Menampilkan Fitur Peta dari Avenza Maps ke Arc GIS

D. Kesimpulan

Avenza Maps merupakan salah satu aplikasi
pemetaan berbasis smartphone yang memiliki
beberapa kemampuan dan keunggulan dalam
pemetaan sederhana, maka penggunaan
aplikasi ini sangat direkomendasikan dalam
rangka mendukung percepatan pelaksanaan
Penyelesaian  PTKH. Dengan  demikian
diperlukan dukungan kegiatan dan
penganggaran dalam rangka pendampingan
dan peningkatan kapasitas SDM pengelola
tingkat tapak (UPT KPH), camat dan kepala
desa selaku anggota Tim Inver PTKH, serta
masyarakat sekitar hutan selaku pihak
pemaochon PPTKH.
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REFORMA AGRARIA MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

ni saatnya untuk Rakyat. Masyarakat

Sejahtera Hutan Lestari. Tagline vyang

bergema dalam berbagai event vyang
diselenggarakan  Kementerian LHK atas
pemanfaatan kawasan hutan. Paradigma
pengelolaan hutan sudah berubah, dari timber
extraction kemudian ke timber management
dan kini eranya Social Forestry (Perhutanan
Sosial).

Luas Kawasan Hutan di Indonesia £120,6
juta Hektar, dimana 42,2 juta Ha hutan
indonesia  dialokasikan  untuk  konsesi
kayu/HPH, HTI, dan Jasa Lingkungan. Dari
besaran tersebut, 40,5 juta Ha (95,8%) dikelola
oleh sektor swasta/pemilik modal sementara
1,7 Juta Ha (4,2%) dikelola oleh masyarakat.

Jumlah Penduduk miskin di Indonesia
sampai dengan September 2017 tercatat
126,58 Juta Jiwa (http:/www.bps.go.id, 2018).
Untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia,
Pemerintah  berkomitmen  meningkatkan
alokasi lahan dari 1,7 Juta Ha menjadi 12,7
Juta Hauntuk dikelola oleh masyarakat
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN
2015-2019. Masyarakat memiliki akses kelola
seluas 1 hingga 2 ha per KK di Jawa dan 4
hingga 5 ha diluar Jawa melalui Program
Perhutanan Sosial.

Sebagaimana Arahan Presiden Rl bahwa
pemberian akses legal kepada masyarakat
setempat dimaksudkan untuk mengurangi
ketimpangan pengelolaan kawasan hutan yang
pada akhirnya juga akan memperbaiki ratio
gini pengeluaran vyang selama 2012-2015
berada di angka 0,409 dan mulai Maret 2018
telah turun menjadi 0,389
(http:/www.bps.go.id,2018).

Perhutanan sosial sebagai konsep
pemberian akses legal kepada masyarakat
untuk memanfaatkan sumberdaya hutan
bukan merupakan hal baru, namun sudah
berproses sejak Tahun 1990-an. Sebelum
Tahun 1990, masyarakat yang tinggal di dalam
dan sekitar hutan belum dipandang sebagai
komunitas yang memiliki potensi dan kapasitas
dalam mengelola hutan sebagai pelaku utama.
Mereka hanya dipandang sebagai masyarakat

Oleh: 1. Rosalina, S.Hut., M.Sc;
2. Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc,

lokal yang dapat dijadikan tenaga kerja kasar
dalam eksploitasi hutan dan buruh tanam
dalam proyek reboisasi hutan.

Tahun 1990-1998 perhatian dan tingkat
kesadaran bahwa masyarakat yang tinggal di
dalam dan sekitar hutan dapat berperan aktif
sebagai pengelola hutan semakin meningkat.
Hal ini antara lain diperlukannya penjamin
jangka panjang bahwa tanaman hasil reboisasi
dapat dirawat, dipelihara dan dijaga sampai
tumbuh menjadi hutan kembali. Untuk itulah
masyarakat perlu diberi akses terhadap
sumberdaya hutan. Tahun 1995 terbit
Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-
11/1995 tentang Pedoman Hutan
Kemasyarakatan yang membuka akses bagi
masyarakat dapat melakukan pemanfaatan
hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari hasil
penanaman hutan pada proyek Hutan
Kemasyarakatan. Dan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 323/Kpts-11/1997 tentang
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
yang mewajibkan kepada setiap perusahaan
pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk
memberdayakan masyarakat sekitar areal
kerjanya. Selanjutnya baik Hutan
Kemasyarakatan maupun PMDH terus bergulir
dan mulai menemukan pembelajaran-
pembelajaran dalam proses penerapannya di
lapangan. Metode-metode perencanaan dan
evaluasi partisipatif mulai banyak
dikembangkan dalam proyek-proyek Hutan
Kemasyarakatan, Proyek Reboisasi Partisipatif,
riset-riset aksi yang dilaksanakan lembaga
riset, perguruan tinggi dan LSM.

Tahun 1998 terbit Keputusan Menteri
Kehutanan No. 677 Tahun 1998 tentang Hak
Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan. Dalam
keputusan tersebut terjadi perubahan
kebijakan yang sangat fundamental, vyaitu
adanya pemberian hak pengusahaan hutan
kepada masyarakat lokal yang sebelumnya
hanya diberikan kepada pengusaha besar.
Peraturan ini terbit karena dukungan politik
yang besar pada era reformasi dalam kebijakan
Ekonomi Kerakyatan. Dan Tahun 2001 di
wilayah  kerjasama Perhutani di Jawa
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diterapkan sistem Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM), yaitu skema kerjasama
Perhutani sebagai BUMN dengan masyarakat
setempat.

Tahun 2001-2004 terjadi pro-kontra
kebijakan. Tarik menarik kepentingan mulai
terjadi, sehingga Hutan Kemasyarakatan yang
masih lemah dasar hukumnya karena belum
ada dalam Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah, mendapat hambatan dalam
implementasinya. Terbit Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.01/Menhut-11/2004 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam
dan/ atau di sekitar hutan dalam Rangka Social
Forestry  yang  semakin melemahkan
implementasi kebijakan pemberian akses legal
kepada masyarakat karena mengembalikan
pendekatan proyek dalam pemberdayaan
masyarakat.

Tahun 2004-2007 merupakan masa
dimana pemberian akses legalitas
pemanfaatan SDH  kepada  masyarakat
setempat vakum. Baru setelah terbit
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007
kebijakan pemberian akses legal pemanfaatan
SDH bagi masyarakat lokal lebih mantap
bahkan berkembang dengan munculnya
skema-skema lain dalam peraturan

pemerintah tersebut yaitu Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan, dan
Hutan Tanaman Rakyat melalui regulasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.37/Menhut-11/2007 tentang Hutan
Kemasyarakatan (HKm), Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 23/Menhut-11/2007 tentang
IUPHHK-HTR, terbit Permenhut No.
49/Menhut-11/2008 tentang Hutan Desa, dan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39
Tahun 2013 tentang Pemberdayaan
Masyarakat setempat melalui Kemitraan.
Seiring bergulirnya waktu pada periode 2007-
2014 terjadi perubahan-perubahan peraturan
baik HKm, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat
akibat adanya tuntutan berbagai kepentingan
dan penyesuaian terhadap tuntutan kondisi
lapangan.

Capaian  pemberian  akses kelola
kawasan hutan kepada masyarakat pada
periode 2007-2014 relatif rendah dan lambat.
Dalam kurun waktu tersebut telah diterbitkan
ijin/hak pengelolaan hutan seluas 449.104, 23
Ha terdiri dari Hutan Desa seluas 78,072 Ha,
HKm seluas 153.725,15 Ha, HTR seluas
198.594,87 Ha, Kemitraan Kehutanan seluas
18.712,22 Ha.

153.725

HD HKm

Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola
Tahun 2007-2014

198.595

HTR Kemitraan

Grafik Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Tahun 2007-2014

Sejak ditetapkan RPJMN  2015-2019,
kebijakan Perhutanan Sosial didorong secara
politis melalui pemberian akses legal kawasan
hutan seluas 12,7 juta ha untuk dikelola oleh
masyarakat melalui skema Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,
Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Target
ini kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam
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Renstra Kementerian LHK dan Renstra Ditjen
PSKL. Berdasarkan data Peta Indikatif Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan Keputusan
Menteri Nomor SK.4865/MENLHK-
PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tanggal 25 September
2017 dapat diidentifikasi seluas 13,8 juta
hektar kawasan hutan untuk dialokasikan
sebagai areal Perhutanan Sosial.
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KALIMANTAN TENGAH
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NUSA TENGGARA BARAT
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BANTEN

KEPULAUAN RIAU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAMPUNG

BENGKULU

SUMATERA SELATAN
JAMBI

RIAU

SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
ACEH

128,672

123.920

326
176112

183.669
333

352.756

196.371

d 273.611
J 393.131
418.546

194.106

.998

292.120

651

554.357
396.358

610.688
520.443

235,638

L Taan
4 1330431

1.407.630

462.947

Grafik Sebaran PIAPS Perprovinsi

Lebih lanjut untuk mempermudah
pencapaian target alokasi kawasan hutan 12,7
juta Ha untuk dikelola masyarakat, dilakukan
penyederhanaan peraturan vyaitu Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali
menerbitkan peraturan Nomor P.83/ MENLHK/
SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial. Perhutanan Sosial adalah bentuk dari
skema pembangunan hutan yang melibatkan
masyarakat yang mencakup Hutan Desa, Hutan

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,
Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan
Kehutanan. Hal tersebut sesuai dengan

dinamika sosial politik yang ada, terutama
seiring dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menarik
kewenangan Pemerintah  Kabupaten ke
Pemerintah Provinsi. Dalam era ini pun
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penyederhanaan peraturan/prosedur dan
kelengkapan  aturan-aturan  pelaksanaan
diselesaikan dengan cepat, termasuk regulasi
mengenai pengakuan dan perlindungan Hutan
Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri LHK No.
P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak
dan Peraturan Menteri LHK No. P.84/menlhk-

Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik
Tenurial Kawasan Hutan.

Seiring  dengan adanya tekanan
penduduk di Pulau Jawa baik dari sisi

kepadatan maupun penguasaan atas lahan
maka terbit Permen LHK No. P.39 Tahun 2017
tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja
Perum Perhutani. hal ini perlu diakomodir
mengingat kawasan hutan di Pulau Jawa sejak
jaman kolonial Belanda telah dilimpahkan
pengelolaannya kepada Perum Perhutani.
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Salah satu upaya kementerian LHK untuk
mengoptimalkan target pencapaian
Perhutanan Sosial sampai dengan berakhirnya
RPJMN 2015-2019 seluas 4,3 Juta Ha
berdasarkan surat Menteri LHK kepada
Presiden RI Nomor S.576/Menlhk-PSKL/2015
tanggal 28 Desember 2015perihal Rencana
Kerja Alokasi Perhutanan Sosial 12,7 Juta Ha.
Untuk menjamin sasaran tersebut aman dan
tepat  sasaran, dilakukan  pendalaman
identifikasi lapangan dengan masyarakat
setempat/masyarakat hukum adat dan LSM
pendamping di areal potensi tersebut. Tercatat
pada akhir 2015 masyarakat yang berada
dalam kawasan yaitu sebanyak 332 komunitas

masyarakat setempat/masyarakat adat dengan
73 pendamping.

Capaian Perhutanan Sosial mengalami
kenaikan yang sangat signifikan dalam masa
Kabinet Kerja ini yaitu dalam jangka waktu
hampir 4 Tahun telah mencapai 1.618.907,58
Ha terdiri dari Hutan Desa 976.505,18 ha,
Hutan Kemasyarakatan 343.646,51 ha, HTR
100.409,87 Ha, Kemitraan Kehutanan
147.735,08 Ha, IPHPS 22.660,59 ha, dan Hutan
Adat 27.950,34 ha.

Secara total capaian Perhutanan Sosial
hingga saat ini (16 Oktober 2018) mencapai
2.068.011,81 Ha mencakup +480.664 KK dan
4.914 Unit SK ljin/Hak, dengan sebaran capaian
Per Provinsi sebagai berikut:

Capaian Perhutanan Sosial Per

Provinsi REALISASI
PAPUA [ 22.107 206801181Ha
PAPUABARAT W 25.847
MALUKUUTARA [ 36.042 +480.66KK
MALUKU I 64.553 4914 Unit SK
SULAWESIBARAT I 25.166
GORONTALO W 11.258 ljin/Hak
SULAWESITENGGARA [ 53.208
SULAWESISELATAN [ 51.360
SULAWESITENGAH I 60.268
SULAWESIUTARA [ 30.675
KALIMANTANUTARA N 32.183

KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI

I 36.251

I 36.820
I 25.970
B 8.526
BANTEN 486
JAWATIMUR I 22.114
YOGYAKARTA | 1.566
JAWATENGAH W 9.804
JAWABARAT W 7.491
JAKARTA -
KEPRIAU [ 25.982
KEP BANGKA BELITUNG [ 36.725
LAMPUNG

LUAS (HA)

I 104.802

I 146.940
e ST 308.629

1 S 196,826

BENGKULU
SUMATERA SELATAN
JAMBI

RIAU

SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
ACEH

Volume 16 Edisi IT Tahun 2018

I 45.105

IETT—— 85,845
I 164.724
I 32.451

I 208.352

I 54.611
I 42.265
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Dampak Perhutanan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan pengelolaan hutan yang lestari maka
proses selanjutnya yang tak kalah penting
adalah memastikan proses pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan usaha
perhutanan  sosial sehingga masyarakat
mampu menggali potensinya dalam
membangun bisnis sosial. Salah satu cara

IPHPS di Tuban pemanfaatan
hutan secara agroforestry,
pada saat panen jagung yang
mendapatkan bantuan
microfinance dari BNl Rp 7
juta/ha. Sujiyem memanen 5
ton jagung seharga Rp 15 juta.
Pendapatan bersih Rp 8 juta/
3 bulan atau Rp 2,67 juta/
bulan. Tanaman pokok berupa
Pohon Jati dapat dijadikan
sebagai tabungan.

adalah melalui pengembangan produk hasil
hutan bukan kayu, pengembangan agroforestri
dan pembayaran jasa lingkungan. Berikut kisah
kesuksesan implementasi perhutanan sosial:

Hutan Desa Bentang Pesisir
Padang Tikar pemanfaatan
hutan dengan silvofishery
dari semula penghasilan
perbulan 2,5 juta/bulan
menjadi 40 juta/sebulan.
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Selain kisah sukses di atas, berdasarkan
hasil kajian mengenai dampak Perhutanan
Sosial vyang telah dilakukan oleh Prof.
Mudrajad Kuncoro, Ph.D dkkdari sisi ekonomi,
sosial, dan lingkungan di lokasi HKm di
Lampung dan Yogyakarta. Hubungan dari
ketiga dampak tersebut ialah dengan adanya
perhutanan sosial mampu mensejahterakan
masyarakat dari sisi ekonomi tanpa merusak
hubungan sosial dan tentunya menjadikan
hutan lebih lestari. Hasil dari kajian tersebut
diuraikan sebagai berikut :

1. Dampak Ekonomi
Dampak Ekonomi Perhutanan Sosial dari
kajian ini ialah Meningkatnya Produksi,
pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja;
terlepasnya petani dari jerat kemiskinan
yang tercermin dari : petani HKm telah
memiliki rumah sendiri meskipun sebagian
masih semi permanen, kepemilikan sepeda
motor antara 1 hingga 3 unit.
2. Dampak Sosial

Adanya Program Perhutanan Sosial telah
memberikan dampak sosial yang positif
bagi masyarakat, dampak tersebut terlihat
dari adanya perubahan perilaku vyang
timbul pada masyarakat terhadap hutan.
Rasa memiliki dan rasa ingin menjaga
hutan dengan mengelola hutan tersebut
dengan baik dan hati hati. Pemberian SK
Perhutanan Sosial kepada masyarakat juga
menimbulkan rasa nyaman dan aman
masyarakat dalam mengelola hutan
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sehingga tidak dikejar-kejar oleh polisi
hutan tidak ada lagi kasus pencurian kayu
melainkan adanya penghasilan dari jasa
lingkungan wisata.

3. Dampat Lingkungan
Adanya program perhutanan sosial terlah
memberikan dampak terhadap lingkungan
diantaranya lahan menjadi lebih tertutup
dengan adanya penanaman pohon, adanya

kegiatan rehabilitasi lahan, dan
berkurangnya ancaman terhadap
kebakaran.
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ITAS PERENG AAN KEHUTANAN

(Study Kasus Pemantauan Rencana Kehutanan
di Provinsi Kalimantan Selatan)

I. Pendahuluan

erencanaan kehutanan  merupakan
mandat Undang-Undang nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan dan
Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam
Sistem Perencanaan Kehutanan (Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-
[1/2010). Secara umum rencana kehutanan
terdiri dari rencana kawasan hutan dan
rencana pembangunan kehutanan.

Berdasarkan skala geografis rencana kawasan
hutan tediri dari Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat
Kabupaten/Kota (RKTK) dan pada tingkat
kesatuan pengelolaan hutan berupa Rencana
Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH).

Oleh: Watty Karyati Roekmana*)

Sedangkan rencana pembangunan kehutanan
terdiri dari Rencana Strategis Kementerian
Kehutanan (sekarang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan), Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (sekarang Organisasi
Perangkat Daerah/OPD) Provinsi, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(sekarang Organisasi Perangkat Daerah/OPD)
Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Kesatuan
Pengelolaan Hutan (Renstra KPH), Rencana
Kerja Kementerian Kehutanan (sekarang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan); Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (sekarang
Organisasi Perangkat Daerah/OPD) Provinsi,
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(sekarang Organisasi Perangkat Daerah/OPD)
Kabupaten/Kota, dan Rencana Kerja Kesatuan
Pengelolaan Hutan (Renja KPH).

Kerangka Sistem Perencanaan Kehutanan sebagaimana gambar berikut:

KERANGKA SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN
(PERMENHUT P.42/MENHUT-11/2010)

Rencana Kawasan Hutan

Uu 41/1999

Rencana Pembangunan
Kehutanan

Uu 25/2004
RPJP/RPIMN

[ RENCANA MAKRO Sl RENSTRA

m

K/L

RENJA
SKPD-P
RENJA
.
RENSTRA
N

RENSTRA
SKPD-P
B
RENSTRA
SKPD-K

Gambar 1. Kerangka Sistem Perencanaan Kehutanan

Kementerian  Kehutanan  (sekarang
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan) telah menetapkan Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun
2011-2030 melalui  Peraturan  Menteri
Kehutanan Nomor P.49/Menhut-11/2011.
RKTN merupakan arahan Makro indikatif

Pemanfaaw spasaal atau- Ma kehutanan vyang lebih—
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ruang vyang disusun berdasarkan hasil
inventarisasi hutan nasional serta melalui
proses komunikasi, konsultasi dan interaksi
dengan para pemangku kepentingan. RKTN
juga memuat Kebijakan dan  Strategi
pencapaian sektor kehutanan yang digunakan
sebagai bahan/acuan bagi penyusunan
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operasional di vahnya;
kehutanan di tingkat provinsi, tingkat
kabupaten/kota maupun tingkat Kesatuan
Pengelolaan Hutan.

Rencana  kehutanan
nasional,  tingkat  provinsi,
kabupaten/kota, maupun tingkat
pengelolaan  hutan  merupakan
pengurusan hutan ke depan melalui
pemanfaatan secara optimal dan
berkelanjutan, dengan potensi multi fungsi
hutan untuk kesejahteraan rakyat serta
meningkatkan  kontribusi  nyata  sektor
kehutanan bagi kepentingan lingkungan
regional dan global.

Untuk menjamin keterpaduan dan
konsistensi arah perencanaan kawasan hutan
dan pembangunan kehutanan, khususnya
antara RKTN dengan rencana-rencana
kehutanan di bawahnya, maka perlu dilakukan
pemantauan pelaksanaan Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi, salah satunya dilakukan di
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Kehutanan Provinsi

baik  tingkat
tingkat
unit

arahan

Kalimantan

Selatan telah menyusun dokumen Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) melalui
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 50 tahun 2015 pada tanggal 6 Juli
2015, untuk menentukan arah dan kebijakan
pembangunan kehutanan  di Provinsi
Kalimantan Selatan hingga tahun 2033.

RKTP Kalimantan Selatan merupakan
rencana yang berisi arahan-arahan makro
pemanfaatan dan penggunaan spasial (ruang)
dan  potensi kawasan  hutan  untuk
pembangunan kehutanan dan pembangunan
di luar kehutanan yang menggunakan kawasan
hutan serta perkiraan kontribusi sektor
kehutanan di wilayah provinsi Kalimantan
Selatan untuk jangka waktu 20 tahun sejak
tahun 2013-2033. RKTP Kalimantan Selatan
disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan
provinsi Kalimantan Selatan serta melalui
proses komunikasi, konsultasi dan interaksi
dengan para pihak terkait lainnya.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
Kalimantan Selatan  memuat unsur-unsur
sebagai berikut: 1) Potensi dan Realitas
meliputi: potensi dan kondisi umum hutan
provinsi Kalimantan Selatan, kontribusi sektor
kehutanan provinsi Kalimantan Selatan, kondisi
kelembagaan sektor kehutanan provinsi
Kalimantan Selatan, dan isu strategis terkait

pengurusan  hutan— di WFI_-a__yaH‘ — provinsi__
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baik'perencan;_aan'.:Mtan; 2) Arahan Indikatif — —

Kebijakan =~ Pengurusan  Hutan  Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai acuan arah
pembangunan kehutanan jangka panjang
provinsi Kalimantan Selatan; 3) Visi dan Misi
Pengurusan  Hutan Provinsi  Kalimantan
Selatan; 4) Indikasi Kekuatan, Kelemahan,
Ancaman dan Peluang; 5) Kebijakan dan
Strategi; dan 6) Kontribusi manfaat ekonomi,
sosial dan lingkungan sektor kehutanan pada
pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan pemantauan pelaksanaan
RKTP Kalimantan Selatan dan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam rangka
membangun keselarasan dan konsistensi arah
perencanaan dan pengelolaan serta
pembangunan kehutanan antara RKTN dengan
RKTP Kalimantan Selatan serta perencanaan
pembangunan kehutanan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Renstra Dinas Kehutanan).
Tujuan pemantauan Rencana Kehutanan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan vyaitu
terwujudnya keterpaduan, keselarasan,
sinergitas dan konsistensi arah perencanaan
pengelolaan/pembangunan  kehutanan  di
tingkat nasional dan provinsi khususnya
Kalimantan Selatan, optimalisasi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan kehutanan di
provinsi Kalimantan Selatan dan optimalisasi
pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya
Hutan provinsi Kalimantan Selatan secara
efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Il. Sinkronisasi RKTN, RKTP Kalimantan
Selatan dan Renstra Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan

Sinkronisasi RKTN, RKTP Kalimantan Selatan
dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor
P.01/Menhut-11/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi dan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P. 42/Menhut-11/2010 tentang sistem

Perencanaan Kehutanan.

Sinkronisasi  RKTN, RKTP Kalimantan
Selatan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan meliputi :

a. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan
Jangka Panjang berdasarkan SK Menteri
Kehutanan No.435/Menhut-11/2009
tentang Penunjukan Kawasan Hutan
provinsi Kalimantan Selatan.
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provinsi Kalimantan Selatan.
Kesesuaian Kebijakan dan Strategi RKTP
Kalimantan Selatan dan Program dan
Kegiatan pada Renstra Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan.

. Perkiraan kontribusi Ekonomi, sosial dan

lingkungan terhadap pembangunan daerah
dan pembangunan kehutanan nasional.

lll. Data Dasar
Data dasar yang digunakan dalam kegiatan
pemantauan pelaksanaan RKTP Kalimantan
Selatan yaitu:

d.

b.

IV. Analisis

1

Dokumen  Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional (RKTN) beserta lampiran petanya.
Dokumen RKTP Kalimantan Selatan beserta
peta lampiran.

Dokumen Renstra Dinas
Provinsi Kalimantan Selatan.

Kehutanan

. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi

Kalimantan Selatan (lampiran Keputusan
Menteri Kehutanan No.435/Menhut-
11/2009 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan provinsi Kalimantan Selatan).

. Peta Penutupan Lahan Provinsi Kalimantan

Selatan, hasil interpretasi citra landsat dari
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Wilayah V Banjarbaru.

Data Lahan Kritis Provinsi Kalimantan
Selatan dari Balai Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Barito , Banjarbaru.

Peta sebaran potensi sumber daya hutan
Provinsi Kalimantan Selatan.

Peta sebaran dan pencadangan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa
(HD) serta Hutan Rakyat (HR) Provinsi
Kalimantan Selatan.

Peta penggunaan kawasan hutan lainnya
seperti lIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(IPPKH) Provinsi Kalimantan Selatan.

Peta Perkembangan Izin Pemanfaatan
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan

Sinkronisasi RKTN, RKTP
Kalimantan Selatan dan Renstra Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan
Hutan

Kriteria arahan vyang digunakan sesuai
dengan kriteria arahan yang terdapat dalam
Peraturan Menteri Kehutanan Rl nomor
P.1/Menhut-11/2032; Kriteria —arahan

. Target M—K&h&tamn = \_d-_i-:://m;i:):;i’;\ han
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untuk pemanfaatan—
kawasan, arahan untuk tindakan
pengelolaan dan arahan untuk

pemberdayaan masyarakat, terdiri dari 6
arahan yaitu : 1) Kawasan untuk konservasi
yang dirinci atas Kawasan Suaka Alam
(KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA),
dan Taman buru; 2) Kawasan untuk
Perlindungan Hutan alam dan Lahan
Gambut, dirinci atas Hutan alam dan lahan
gambut; 3) Kawasan untuk Rehabilitasi,
dirinci atas lahan kritis , reklamasi areal
bekas tambang dan kawasan hutan yang
tidak berhutan; 4) Kawasan untuk
Pengusahaan Skala Besar, dirinci atas lzin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam (IJUPHHK—HA), Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman  (IUPHHK-HT), lzin  Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE); 5)
Kawasan untuk Pengusahaan Skala Kecil,
dirinci atas Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
Hutan Kemansyarakatan (HKM) dan Hutan
Desa (HD); dan 6) Kawasan Untuk Non
Kehutanan.

Arahan pemanfaatan untuk Kawasan
Konservasi di Kalimantan Selatan adalah
seluas + 210.600 Ha, setelah ada
pengurangan seluas 2.584 Ha karena
tumpang tindih dengan kebun kelapa sawit,
luasan ini tetap dipertahankan sebagai
kawasan konservasi sesuai dengan arahan

pada RKTN.
Luas arahan Kawasan  untuk
Perlindungan Hutan alam di Provinsi

Kalimantan Selatan seluas + 342.861 Ha,
luasan ini tetap dipertahankan sesuai
arahan RKTN. Sedangkan kawasan untuk
perlindungan gambut dengan ketebalan
diatas 2 meter seluas + 103.515 Ha dan Kars
seluas 1.009 Ha.Selain itu terdapat arahan
untuk tujuan khusus (KHDTK) seluas +
19.644 Ha.

Luas arahan pemanfaatan untuk
skala besar seluas * 714.395 Ha, Luas
arahan pemanfaatan untuk skala kecil yang
seluas * 175.311 Ha, dan Luas arahan
untuk rehabilitasi yaitu seluruhnya seluas +
257.448 Ha.

Kawasan untuk non kehutanan/
diusulkan seluas £ 25.292 Ha. Arahan ruang
pemanfaatan kawasan hutan provinsi

Kalimantan Selatan pada RKTP Kalimantan -
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pemanfaatan pé-c-i:a': ~dokumen Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).

. Target Capaian Sektor Kehutanan

Target capaian Sektor Kehutanan di provinsi
Kalimantan Selatan meliputi: 1) Target
Ekonomi; 2) Target Sosial; dan 3) Target
Ekologi.

Target ekonomi meliputi target
produksi kayu dan Non Kayu.Target
produksi kayu sebesar 250.000 — 260.000
m3/ tahun. Sedangkan Non kayu vyaitu
Rotan dengan target produksi sebesar 100
Ton pertahun.

Target pendapatan berupa hasil
Hutan Kayu 60-70 Milyar pertahun, hasil
Rotan 1-1,5 milyar pertahun, Hasil Hutan
Bukan Kayu lainnya (gaharu, kemiri, purun)
1 milyar pertahun dan satwa 1 milyar
pertahun.

Pembangunan hutan berupa
penataan dan pemantapan kawasan hutan
seluas + 1.707.324 Ha dan rehabilitasi
hutan dan lahan seluas + 257.448 Ha.

Target manfaat sosial berupa
kepastian akses masyarakat turut serta
mengelola hutan seluas + 175.311 Ha.
Pendidikan dalam bentuk hutan pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat di dalam
Tahura Sultan Adam seluas + 1.617 Ha.

Target  Lingkungan  vaitu: 1)
Terwujudnya kawasan karbon stok 342.861
Ha; 2) Terwujudnya kawasan gambut seluas
+ 26.933 Ha; 3) Terwujudnya kawasan
konservasi seluas + 210.700 Ha; dan 4)
Terwujudnya kawasan perlindungan kars
seluas £ 1.009 Ha.

. Pencermatan kesesuaian Kebijakan dan
Strategi RKTP Kalimantan Selatan serta
Program dan Kegiatan pada Renstra Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

RKTP Kalimantan Selatan memuat 7
Kebijakan umum vyaitu 1) Penguatan
kelembagaan; 2) Penataan dan
Pemantapan Kawasan Hutan; 3)
Inventarisasi sumberdaya hutan bersama
KPH dan Institusi Kehutanan
kabupaten/kota; 4) Percepatan Rehabilitasi
hutan dan lahan 5) Pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan hutan; 6)
Peningkatan kapasitas SDM; dan 7)
Peningkatan sarana dan  prasarana
operasional pengelolaan hutan.
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dicapai melalui strategi: 1) Sosialisasi
pembentukan  organisasi  perencanaan
hutan; 2) Sosialisasi penyusunan Rencana
Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota; 3)
Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan
Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi
(KPHP), Kesatuan Pemangkuan Hutan
Lindung (KPHL) dab Kesatuan Pemangkuan
Hutan Konservasi (KPHK) di setiap
kabupaten/kota; 4) Melaksanakan
pembangunan  Kesatuan  Pemangkuan
Hutan (KPH) lintas kabupaten/kota; 5)
Peningkatan kapasitas organisasi Balai
Tahura Sultan Adam; 6) Fasilitasi
pembangunan dan peningkatan kapasitas
organisasi para pemegang izin pemanfaatan
hasil hutan dan kawasan, serta jasa
lingkungan (IUPHHK, HTR, HKm, HD, Wisata
Alam dan Ekowisata).

Kebijakan Penataan dan Pemantapan
Kawasan Hutan dicapai melalui strategi: 1)
Sosialisasi dan fasilitasi penataan kawasan
hutan pada semua KPH di semua
kabupaten/kota termasuk penataan semua
areal IUPHHK, HTR, HKm, HD serta
pemanfaatan lainnya; 2) Memberikan
arahan dalam pelaksanaan penataan sesuai
dengan peraturan dan penyesuaian dengan
kondisi setempat; 3) Mengindentifikasi dan
memfasilitasi penyelesaian masalah-
masalah land tenure (resoulusi konflik)
dalam penataan kawasan hutan.

Kebijakan Inventarisasi sumberdaya
hutan bersama KPH dan Institusi Kehutanan
kabupaten/kota dicapai melalui strategi: 1)
Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
inventarisasi sumber daya hutan sesuai
dengan peraturan dan kondisi setempat; 2)
Melaksanakan inventarisasi sumber daya
hutan bersama-sama KPH dan institusi
kehutanan kabupaten/kota; 3) Menentukan
kapasitas produksi hasil hutan kayu dan non
kayu bersama-sama KPH dan institusi
kehutanan kabupaten/kota dalam dalam

jangka waktu tertentu untuk
mempertahankan kelestarian hutan.
Kebijakan Percepatan Rehabilitasi

hutan dan lahan dicapai melalui strategi: 1)
Mengindentifikasi dan memetakan semua
ruang vyang perlu di rehabilitasi; 2)

Mengindentifikasi para  pihak  vyang
bertanggung jawab melaksanakan
rehabilitasi (para pemegang
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